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BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dikemukakan  dalam  

bab  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut : 

1.   Pembangunan  kawasan  industri  pengolahan  minyak  kelapa  sawit  

(CPO)  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  sudah  sesuai  dengan  Perda  

No. 12  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  

Kabupaten  Serdang  Bedagai, hal  ini  didasari  pada  investor  yang  

menanamkan  modalnya  sudah  mengetahui  dan  menyesuaikan  lokasi/  

tempat  untuk  menanamkan  modalnya  di  kawasan  industri  pengolahan 

minyak kelapa  sawit  (CPO)  secara  tepat  berdasarkan  Perda  Tata  

Ruang  Wilayah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  sehingga  tidak  terjadi  

konflik  di  lingkungan  sekitar  serta  dengan  adanya  kesesuaian 

lokasi/tempat  tersebut  akan  terciptanya  pemerataan  pembangunan  di  

daerah. 

2.   Upaya - upaya  penegakan  yang  dilakukan  Pemda  Kabupaten  Serdang  

Bedagai  untuk  menegakkan  Perda  Tata  Ruang  Wilayah  tersebut 

adalah  dalam  hal  ini  ditugaskan  kepada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  

(Satpol PP)  Kabupaten  Serdang  Bedagai  yaitu  melakukan koordinasi 

dengan Dinas PUPR dan BAPPEDA  terkait  lokasi  yang  melanggar  

Perda  tata  ruang  atau  tidak.  Jika  diketahui  terdapat  pelanggaran  tata 

ruang,  maka  Satpol  PP  akan  menegakkan  peraturan  tersebut  dengan  

cara, menghentikan  kegiatan  sementara/izin  sementara, mengurus  

rekomtek  (rekomendasi  teknis)  dari  Tata  Ruang  atau  PUPR, 

membongkar  dengan  upaya  paksa  kegiatan  yang  melanggar  tata  

ruang  dan  apabila  ditemukan  sudah  melanggar  Undang-Undang Tata  
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Ruang,  maka  Satpol  PP  akan  melimpahkan  permasalahan  tersebut  

kepada  pihak  kepolisian. 

B.  Saran 

Berkaitan  dengan  kesimpulan  diatas,  penulis  memberikan  saran  sebagai 

berikut : 

1.  Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar terus-menerus  

meningkatkan  pengawawasan  jalannya  Perda  Tata  Ruang  

Kabupaten  Serdang  Bedagai  secara  konsisten.  Pemerintah  

Kabupaten  Serdang  Bedagai  juga  harus  meningkatkan  sinergi  antar  

OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  dan  meningkatkan  pelayanan  

kepada  masyarakat  maupun  dunia  usaha  sehingga  dapat  

memudahkan  proses  pelayanan  yang  cepat  dan  tepat.   

2.   Satpol  PP  dalam  menjalankan  tugas  dan  perannya  agar  lebih  

ditingkatkan  dan  memperbanyak  personil  maupun  pelatihan  

sehingga  dapat  mengawasai  pelaksanaan  Perda  Tata  Ruang  yang  

tersebar  di  beberapa  kecamatan  dengan  cepat  dan  sigap.  Satpol  PP  

juga  harus  menambah  sarana  untuk  lebih  cepat  bergerak  ke  lokasi  

bilamana  terdapat  pelanggaran  Perda  Tata  Ruang.
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LAMPIRAN 

 

A. Kantor Pertanahan/ATR BPN Kabupaten Serdang Bedagai  
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Gambar 1 

Tanda terima izin penelitian dari Kantor BPN Kabupaten Serdang Bedagai
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Gambar 2  

Penyerahan berkas izin penelitian diterima oleh Bapak Radot  

selaku Staff BPN Kabupaten Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Foto dengan Bapak Joko Sutari, S.H. selaku 

 Kepala BPN Kabupaten Serdang Bedagai 
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Gambar 4 

Foto dengan Bapak Ahmad Budinta Rangkuti, S.H., M.Kn. selaku Kasi Penata 

Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Landreform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Foto dengan Bapak Sabirin, S.H. selaku Kasi Sengketa Penyelesaian Sengketa 

dan Pertanahan
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 B. Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

 Tanda terima izin penelitian dari Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai 
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Gambar 7 

Foto dengan Bapak Drs. H. Akmal, AP, M.Si selaku Kadis Kominfo Kabupaten 

Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

Foto dengan Bapak Kamaluddin Saragih, S.Pdi., M.Si. selaku Kabid Pengelola 

Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)
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Gambar 9 

Foto dengan Bapak Martin Maulana Marpaung, S.H., M.Si. selaku Kabid 

Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai 
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C. Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 

Tanda terima izin penelitian dari Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
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Gambar 11 

Foto dengan Ibu Rita Agustina Nababan, SP selaku Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian yang mewakili Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 

Foto dengan staff Dinas Pertanian dan Ibu Rita Agustina Nababan, SP selaku 

Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
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D. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 

Tanda terima izin penelitian dari BPS Kabupaten Serdang Bedagai
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Gambar 14 

Foto dengan Bapak Fandi Kusuma selaku Seksi Neraca Wilayah dan Analisis 

Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 

Foto dengan Bapak Darmajid selaku Kabid BPS Kabupaten Serdang Bedagai. 
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E. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMP2TSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 

Tanda terima izin penelitian dari Dinas DPMP2TSP Kabupaten Serdang Bedagai
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Gambar 17 

Hasil foto dengan Bapak Rorizky Ritonga, S.Tsp, M.AP., selaku Kabid 

Penanaman Modal DPMP2TSP Kabupaten Serdang Bedagai dan Ibu Yani Aisyah 

Nasution sebagai Sekretaris DPMP2TSP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 

Foto dengan Ibu Dewi Junita Sari, S.E., M.Si. selaku TU Bidang Penanaman 

Modal 
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F. PTPN. IV PKS. Adolina Kabupaten Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 

Tanda terima izin penelitian dari Kantor Direksi PTPN IV 
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Gambar 20 

Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Penelitian di PTPN. IV PKS. 

Adolina Kabupaten Serdang Bedagai (Bagian 1) 
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Gambar 21 

Membuat Surat Penrnyataan Kesediaan Melakukan Penelitian di PTPN.IV PKS. 

Adolina Kabupaten Serdang Bedagai (Bagian 2) 
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Gambar 22 

Surat Diterimanya Izin Penelitian di PTPN.IV PKS. Adolina  
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Kabupaten Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 

Foto dengan Bapak Suryadi selaku Satpam Kantor Direksi PTPN. IV Medan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 

Foto dengan Bapak Nukman selaku Krani Personalia PKS. Adolina  

Kabupaten Serdang Bedagai

 

 



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25 

Foto di depan PTPN.  IV PKS. Adolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26 

Foto di depan salah satu gereja yang dimiliki PKS. Adolina 
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Gambar 27 

Foto di depan salah satu masjid yang dimiliki PKS. Adolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28 

Foto di depan salah satu sekolah yang dimiliki oleh PKS. Adolina 

 

 



  

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 

Foto di depan salah satu lapangan bola kaki yang dimiliki PKS. Adolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30 

Foto di salah satu lapangan bola voli yang dimiliki PKS. Adolina
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Gambar 31  

Foto di salah satu lapangan badminton yang dimiliki PKS. Adolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32 

Foto di depan Koperasi Karyawan (Kopkar) yang dimiliki PKS. Adolina 

 

 


